
BUPATI SAMBAS 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR I2 TAHUN 2015 

BANTUAN BLAYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT 
KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

a bahwa dalarm rangka meningkatkan ldekes Pembangunan 
Manusia beutuhnya Maya.ralat Kabupaten Sambas, maka 
perlu dilakula uparya peningkatan kualit.as sum.ber daya 
marusia mnelalui pemberian patan bag,i warga 
masyaakat untuk melanijutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebi.h tinggi guna meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan berdasaka.n pres-tarsi, beak.at dan keramp.an 
yang dimiikinya, 

b. bahwa dengar diberikarn peluang beagi masyarakat 
Kabupaten Sambas diharapla aka dapat menghasilkan 
insar-insan Kabupaten Sambas yang mamnpuni dan terung@uh 
di Kalimantan Barat Tahu 202 yang mampu membawa 
Kabupaten Sambas Maju dan Berken.bang sesua Rencana 
Perbarguan Jargka Panjang 

c. bahwa untu.k tnelaksaa.k.an faksud sebagaimana huruf a 
dan huruf b di ata.s, perlu menetapkan Peraturan Burpati 
tentang Batu.a Biava Pendidila Bagi Masyarakat 
Kabupaten Sambas Ta.hum 2015 

I. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Peneta pan 
Undang-Undang Darurat Nono 3 Tahu 1953 Penbentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 9 Tahu.n 1953, Tambe.han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang 
(Lem.baran Negara Republik Indonesia Nome 72 Tahu 1959 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 18.20) 

2Urdang-Undang Nomor 20 Tahun 200 tentang Sister 
Pendidiee Nasional (Lembaran Negara Repubik Ldones.ia 
Tahun 200 Normnor 78, Taurn.baha Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noor 4.301 

3. Urdang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara emerintah Fusat dan emerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Noon 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 



4. Undang-Undang Noma 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2012 
Nooe 158, Tabaha Lemhara Neg.aura Republik Indonesia 
Nomor 5336) 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang 
emerintahan Daerah (Lem.baran Negara Republik Indonesia 
Tahu 2014 Noror 244, Tan.baha Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norma 5587) ebagaimaa telah du.a kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 
05tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undarg Nomor 
2 Thu 2014 tentang Pemerintahas Dae-rah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 58, Tam.bahan 
Lembara Negara Republik Indonesia Nono 5679 

6. Peraturan Pererintah Nero 58 Tahu 200 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tatum 200 Noor 140, Tabaha Lembaran 
Negara Noma 4578 

7, Peraturan Pererintah Noor 48 Tan 2008 ten.tang 
Pendanaan Pendidika, (Lemnbarras Negara Republik 
Indonesia Tahu 2008 Nooe 91, Tam.ba.han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nono 4864 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
emt#an Ur ""t Anon Pemerah 
Peerintaha Daerah Propinsi dan Pererintaha Daerah 
Kabupaten/Ko.ta (Leembaran Negara Republik Indonesia 
Tafun 200 Nornor 82 Tamnba.ha Lem.baran Negara Republik 
Indonesia Nooe 4737 

9. Peraturan Pererintah Nero 55 ahum 200 Tentang 
Pendidikaan Agaa da Pendidilain Keagama.an, 

10. Peraturan Penerintah Noor 4 Tahu 2014 tentarg 
Penyelenggaraan Pendidikas Tinggi da Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Noror 5500) 

I1. Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedomae Pengelolaan Keuangan Daera.h 
sebagairaa telah beberapa kahi diubah dan terak hir dengan 
Peratua Menteri Dalam Negeri Nono 21 Tahu 20J 
tentang Perubaha Kedua Atas Peraturan Menteri Dala 
Negeri Nomor 13 Tahu 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nornor 310) 

MEMUTUSKAN; 

PERATURAN BUPATT TENTANG BANTUAN BIAYA 
PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan upati ini, yang, diraked deengan 
1. Pererintah Daerah adalah Bupati Sambas da Perangkat Daera.h sebagai unsur 

penyelenggaa Pemerintahas Daerah 
2Bupati adalah Bupati Sambas 
3. Keuangan Daerah adalah semua hake darn kewajiban daerah dalam rang.k.a 

penyelenggaraan pemerintahan daera.h yang dapat dinilai derngan uang termasu.k 
di dalamnya segala bentuk kelyaaen yang berhubungan dengaun hak dan 
kewajban daera.h terse but 

4. Arggaran Pendapatan dan Belaja Daerah yang selanjutnya disingkat AP'BD 
adala.h rencana keuagan ta.hunan pemerintaha daera.h yang diba has dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah da DP'RD dan ditetapkan dengan 
peraturan daera.h 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanijutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kera Pengelola Keangaen Daera.h yang mempunyai tugas 
melaksaakan pengelolaa AP'BD darn bertindak sebag.i Benda.hara Umu 
Daerah 

6. Satuan Kerja Pengelola Kevangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah Perangkat Daerah pada Pererinta.h Daerah yang melaksanak.an 
pengelolaan AP'BD 

7. Satan Kerja Peranglat Daerah yang selanjutnya disinglat SPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daera.h selaku pengguana arggaran/ barang 

8. Tim Anggaran Pererintah Dae-rah ang sellaniurtnya disingkat TAP'D aAalah Tim 
yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiaplan serta mnela.ksanal.an kebijakan 
Kepala Daerah dalam rangka penyusuna AP'BD yang anggotaya terdiri dari 
pejabat perencana daerah, PPKD den pejabat lainnyasidengan kebutu han 

9. Rencana Kerja dan Anggara PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD 
adalah rencana kerja da anggaran badas/ din.as/ biro keuangan,/ bagian 
keuangan selaku Benda.hara Umum Daerah 

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPkKD yang selanjutnya disingkat DPA.PPKD 
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran bad.a/ dinars/ biro keuangan/ bagian 
keuagain selaku Benda.hara Uram Dae-rah 

It. Rencana Kera dan Angparas Bagi.a Keseja.hterraan Rakyat yang selanjutnya 
disingkat RKA Bagi.an Kesra adala.h rencaa kerja dan anggaran Bagi.an 
Kesejahteraan akyat pada Sekretariat Daera.h Kabupaten Sar.bas. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagiaen Kesejahteraan Rakyat yang selanijutnya 
disingka DPA. Bagia Kesra merrupaka dokeumer pelaksaraan anggaran Bagi.an 
Kesejahteraan Rakyat pada Selretariat Daerah Kabupaten Sambas 

13. Bantuan Biava Pendidikan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daera.h 
Kabupaten Sambas kepad Individu wag9a mas yarakat Kabupaten Sambas yang 
ngin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih atas/ Perguruan Tinggi guna 
meningkatka pengetahuan dan ketrampilannya sebegai presiasi Pererinta.h 
Daerah terhahap merel.a $yang merliki prestasi al.ademi.k dan atau non 
akademik serta bag mahasiswa berpres-tarsi yang sedang eyelesaik.an tugas 
ak hir/penyusaran slrips, yang pemberian bantuan dimaksud dilakukan seara 
selektif 

14. Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pergruan Tinggi meliputi sumbangan pembinaan 
pendidikan, dana partisipasi, daa pengembargain prodi, pelaynan kesehatan 
mahesiswa, peneriraacaesura.si pa.has.iwa,ktu 



mahas.isw/ATM/perpustakaan dan daa mergendap di bank, buku pedoman akademi, pengemangan kerahasiswan, latihan dasarr keperinpinan, 
pengembanga ker.ahas.iswa, latiha daar lepeneimpinan, jakeet alrarater, 

baju seragam, praktek pengembangan kompetisi, sum.bangan kegiatan 
pengenalan kampus. 

15. Tim verifikas.i adalah tin yang ditetaplan dengan Surat Keputusan bupati yang 
bertug.as melakula seleksi administrasi terhadap berkas usulan yang diajukan 
oleh calon penerima bantuan 

BAB II 
MAKSUD DAN TU'JUAN 

Pasal 2 

Maksud dilaksaalannya Program Perberia Bantuan Bia ya Pendidikan bagi 
wangamasyara.lat adala.h dalam rang.a meningkatkn lndekes Pembangunan 
Manuasia wargmasyaura.lat Kabupaten Sambas 

Tujua Program Perberia Bantu.au Bia ya Pendidikan bagi warga masyaura.kat 
adalah merbantu wanga masyara.at yang berpre starsi sescara a.kademi.k dan 
a.tau non akaderik untuk melanijutkan pendidikn ke pergurua tinggi 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi 
a. Kriteria Penerima Bantu, 
b. Klasifikasi Jenis Pendidikan Kualifikasi dan Jurusan yang diberikan bantuan 
c. Besatan nilai bantuan yang diberikan; dan 
d. Jangla Waktu Pemberian Bantua 

(I) Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan sebegaimana dima.ksud dalam Pasal J 
berupa tang 

(2) Klasifikasi Jenis Pendidikan /Jurusan yang, diberikan beantuan sebagaima.na 
dimaksud ayat(ladalah jeris pendidikan /kualifikasi jurusan yang 
disesoaikoan dergan ebotohan Daerah s"_""""e_elancaran 
Penyelenggaraan Pererintaha Daera.h sebagarnana tercantum dalam lampiran 
yang tak terpisahkan dai Peraturan Burpati ini. 

() Pererima Bantu.an a.kan diakuk.an sec.aura selektif berdasank.an has.il seleksi masuk 
dari Perguruan Tinggi sebegairaa ketentuan yang berlaka da hasill seleksi 
administrasi dai Tim Verifikasi Kabupaten Sambas 



BAB IV 
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN 

Bagi Kes.tu 
Leu 

(l) Pemerintah daerah dapat memberika bantuan biaya pendidikan esuai 
kemampuan keuangan daera.h 

(2 Pemberian Bantua Bia ya Pendidila sebagairaa dimaksud pada ayat (l) 
ditujukan untuk 
a. membantu individu wanga masyaralat yang meriliki prestarsi akademik dan/ 

atau non akaderrik untuk melanijutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan 
Tinggi 

b. mahasiswa berprestasi yang sedang dalam penyellesaian akhir studi dengan 
memperhatikan arsas keadilan, epatutan, rasionalitars, dan manfaat untu 
masyarrak.at. 

(3) Pemberia Bantuan Perdidikan sebegairman.a dimaksud pada ayat (I) mermenuhi 
kriteria paling sedikit: 

a. peruntukaya secaura spes.if ik antara lain. 
• Individu wangamasyarraskat Berprestasi secara a.kademi.k dan/ atau non 

akadenik 
2 Telah dinyatakan lulus ujia Sekolah Lanjuta Tinglat Atas dan seta.ra 

serta Lulus Selelsi Masulk di Pergurua Tiggi yang dibuktikan dengan 
Surat Keterangan Lulus Seleksi Masu.k dai Perguruan Tinggi dan 
jumlah yang dibantu berdasarkan peranging.an dan jurusan/ prodi 
yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas; 

3. Mahasiswa berprestasi denge [PK27 untuk jurusan elksakta dan 3,00 
utu.k jrusan non eksa.k.ta yang sehang memyelesaikan tugas ak hir 
penyusunan skripsi 

b. tidak wajib da tidak mengikat 

(1) Pemberian Bantu.an Pendidikan Program Khusus meliputi 
a. Program Pendidikan Khusus D, D4 dan S1 terkait dengan adarya kerjasama 

dengan Perguran Tiggi 
b. Program Pendidikan S2 dan S bagi tenaga pengajar (Guru dan Dosen) yang 

dibuktika dengan ekorendaei impinan/Instasi tempat bekerja 
(2 Perberia Bantu.a Pendidikan Progran Khusus dapat diberikan setiap tahun 

anggaran derngan ketentuan sebagai berikut. 
a D paling lama 3 (tiga) tahurt 
b. D4paling lama 4 (empat) tabun 
c. S2paling lama2 (dua) tahun 
d. S3paling lama 3 (tiga) ta.hun 

(3 Pemberian Bantu.a Pendidila Program Khusus dapat diberikan pada ta.hun 
berikutnya apab~la IPK minimal 3,00. 

Pasal 8 
Bantuan Biaya Pend.idi.an kepada lndividu waga may.arrakat seagaina.na 
dimaksud dalam pasal 6 dan pas.a dilalula berd.asarkan kla«files 
sebagairmana tercantum dalam Lapira I Peraturan bupati ind. 



Pasal 
(I) Besaran perberian bantua biarya pendidikan kepada individu wanga 

0asyarakt dan dilakuk.an berdlasarkan klasifilas.i sebagairmana tercantum da lam 
Lampiran Feraturan Bupati ini, dikecualik.an terk.ait dengan adanya kerjasea.ma 
dengan Pergurua Tingggi, mala besaran bantuannya disesuaikan dengan basil 
kesepakatan kedua belah pihak. 

(2) Klasifikasi sebagairnana dimaksud ayat (l) meliputi 
a. Bantu.a Biarya Pendidila bagi lndividu warga masyara.kart yang 

melanjutlan Pendidikan Tinggi lenijang setara Diploma 3, Diploma 4 dan 
Setara s-1, 52 da S; 

b.Bantu.an Biava Pendidikan bag Individu wanga masyarakat yang sedang 
dalam peryelesaian tugars akhir kuliah 

(l lndividu wag masya.ra.lat dapat menyamped.kan usula.n mohon Bantuan biaya 
Pendidikan secara tertulis kepada Bupati, Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Kabu paten Sambas 

(2) Usulan Bantuan Biaya Pendidika secarra tertulis, sebagaimaa dimaksud pada ayat (I) 
dengan melamnpirk.an antara lain 
a. Bagi Mahasiswa Baru(Jenjag seta.ra Diploma 3, Diploma 4 dan Setara SI) 

I). Surat Permohonan; 
2).Fotocopy ijaa.h dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang 

berwenag/ Surat Keterangan Lulas Ujiae dari Sekolah bagi yang belum terbit 
ijaahnya; 

3). Fot0cop KTP yang masih berlake; 
4). Fotocopy Kartu Keluarga 
4). Surat Keterangan Asli Lulus Seleksi Ujian Masuk ke Perguruan Tinggi 
5.Pas photo berwarna ukuran 4x 6sebanyak 2 (dua) lembar; 
6).Melampirka Rekomendasi Kepala Sekolah yang menyataka bahwa yang 

bersangutan mnerupa.k.an siswa berpres.tarsi secara a.kademi.k dan / atau non 
akademike ; 

7Fotocopy Sertifikat/ iagam Peng.hargaan yang diperoleh serta 
membawa/melamnpirk.an yang Ashi pada sat mengarjukan permoihona, 

b. Bagi Mahasiswa S2 dan S 
) Surat Fermohonan 
2). Fotocopy ijah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang 

berwewenag 
33). Fotocopy KIP yang masih berlaku 
4). Fotocopy Kartu Keluarga, 
). Rekomendaei Pipinan/ instansi tempat belerj 

c. Bagi Mahasiswa Yang Dalam Penyelesaian Tugas Akhir 
I).Surat Permohonan; 
2.Fotocopy trans.krip ilad terakhir yang tela.h dilegalisir oleh Pejabat yang 

berwenag 
3). Fotocopy KIP yang masih berlaku; 
4). Fotocopy Kartu Keluarga 
5). Fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku; 
6).Pas photo berwarna ukurran4 6 seberryak 2 (dua) lembar; 
7). Mengisi Formulir Surat Perryataan yang disediakan dan menyerahkan kepada 

Bupai Cq.Bagian Kesra Setda Kab.Sambas; 
8). Melampirkan Surat Keterrangan Sedang Kuliah dari Perguruan Tingg; dan 



9).Rekomendasi dari erguruan Tinggi yang menyatakan sedang dalam Penyusuna 
Laporan Tugas Akhir damn atau Penyusunan Skripsi 

Pasal 1 

(I) Bantua Biava Pendidila berurpa tang dicantula dale RKA-Bagian Kesra 
Setda Kabupaten Sambas 

(2 RKA-Bagia Kesa Setda Kabupaten Sbes sebegairman dim.aksud pada ayat (l) 
menjadi dasar penganggarae Bantu.an Bia ya Pendidikan dalam APD gesuad 
peraturan perundang-undangan 

(3) Kornponen Bantu.as Bia ya Pendidila berupa tang sebagairmara dimaksud pada 
ayat (I) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung Gegiatan pada RKA Bagian 
Kesejahteraan Rakyat Selretariat Daerah Kabupaten Sambas 

Bagi Kedu.a 
Pelan.a. de fer.taus.ah.an 

Pasal 12 

Pelaksanaan anggaran Bantuan biaya Pendidikan berupa sang berdasark.an at.as 
DPA.PPKD pada RKA Bagian Kesejahteraan Rakkyat Setda Kabupaten Sambas 

Pasal 1 

(l) Bupati melaksanal pemberian Bantu.an Biarya Pendidika berupa uang dengan 
Keputusan Bupati 

(2) Keputusan Bupati dimaksud ayat () meneap- ama, alamat penerima dan 
besaran Bantu.an biarva Pendidikan yang aka diterima 

Pasal 14 

(l) bupati menetap.kan dattar penerima Bantu.an Biarya Pendidian beserta besaran 
uang yang aka diberika dengan Keputusan Bupati berdasark.an peraturan 
daerah tentang AP'BD dan peraturan Bupati tentang penjabaran AP'BD 

(2) Daftar penerima Barntuan Biya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat () 
menjadi dasar penyaluran/ penyeraha Bantu.an Bia ya Pendidikan 

(3) Penyaluran/ penyerahan Bantu.a Birya Pendidikan dari pemerintah daerah 
kepada penerima Bantu.an Biaya Pendidikan dilakukan settelah penandatang.anan 
Surat Peryataan Pakta Integritas da Surat Pernwataan Tanggungiarwab Mutlak 
dari Penerima Bantuan biaya Pendidika 

(4) Pererima Batu.an Bia ya Pendidikan membea RKA 
(5) Pencairan Bantuan Biaya Pendidikan dalam bentuk uag dilakukan dengan 

melanisme pembayaran lagsung (LS) 
(6) Pencairan Bantu.a Biava Pendidika Prograemn Khusu sebaggaiman.a dima.ksud 

dalam Pasal 7 ilakukan seuai ke oak.atan dalam ke sauna 
' ' 

Bagin Ketig 
Pelporan d Pertangsugiowaban 

Penerima bantua Biava Pendidikan berupa ang menyampark.an larporan 
penggunaanny.a kepad.a Burpati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerrah Kabupaten Sambas 



Bantua Biarya Pendidikan berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja 
kegiatan Bantuan Bia ya Pendidikan pad.a RKA Bagian Kesra Setda Kabupaten 
Sambas dalam ta.huan anggaran berkenaa 

Pasal 17 

Pertangguangarwa.ban pemerintah daerah at.as pemberia Bantu.an Bia ya 
Pendidikan meliputi 
a. Penetapan Hasil Seleksi dari Perguruan Tinggi dan Tim Verifikasi Administrasi 

Kabupaten Sambas diserahka kepad.a Burpati Sambas Cq. Kepala Bagian 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas; 

b. Keputusan Bu pati tentang Penetapan Pereria Bantu.an Bia ya Pendidikan, 
c. akta Integritas dai Penerima Bantu.as Bia ya Pend'idikan yang menyata.k.an 

bahwa Bantu.an Biava Pendidikan yang diterira akan digunakans uai dengan 
Pernyataanyang dibuat dan 

d. Bukti transfer sang atau bukti perbayaran atars pemberian barntuan Bia yd 
Pendidikan berupa uang 

(I Penerima Bantua Biava Pendidilea bertaggungiarwab secara formal dan 
material atas penggunaan Bantu.an Birya Pendidila yang diterimany.a 

(2) Pertanggurgiawaban penerima bantuan biaya pendidikan meliputi 
a. laporan penggunaa Bantu.an Bia ya Pendidik.an 
b surat pernyataan targgang jerwab yang menyatakan bahwa Bantu.an Biaya 

Pendidikan yang diterima tel.ah digunaka sesuai Surat Peryataan yang 
dibuat 

c. bukti bukti pengelaran yang lengkasp dan sah sesuai peraturan perundang- 
ndagan bagi penerima bantua berpa tang. 

() Format pertamggurgiarwaban sebag.airaa dimakesud pada ayat (2) disampaik.an 
kepada Bupati relalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daera.h 
Kabupaten Sambas paling lam.bat tamggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahon 
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesua peraturan peruandang- 
undangan 

Realisasi Bantuan Biarya Pendidila dicantumkan pada laporan keuangan 
pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan 

BAB V 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 20 
(l) Bagan Kesejahteraan Setda Kabupaten Sambas melakukan monitoring da.n 

evaluasi ata pemberian Barntuan Bia ya Pendidik.an 
(2) Monitoring dan Evaluasi, sebagaimaa dimaksud ayat (I) dilakukan paling sedikit 

I(satu) kali dalam (satu) tahun 
(3) Hail monitoring dan evaluasi sebagairman.a dimaksud pada ayat () disampaika 

kepada Bupati dergan tembusanepada SKPD yang mempunyai togas dan fungsi 
pengawasea.n 



(1) Dalam hal hail monitoring da evalusi sebagadrarea dimalesud dalam Peal 20 
ayat () trdapat penggunaa Batu.an Birya Perdidikan yang tidake. i dengan 
ketentuan yang telah disetujui, makg SKPD yang mepunyai tugas dan fur8gs 
pengawasan dapat melakuka tindak lajut pemeriksaan 

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (I) dilaporkan kepada Bupati 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Psal 2 

Peraturan Burpati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya memerinahla Pengundagain Perraturan Bu pati in 
dengan penempatannya dala Benita Daerah Kabu paten Sambas 

BUPATT SAMBAS 

JULIAR TT DJUHARD AL WI 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 17 April 2015 

SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

1TD 

JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2O15 NOMOR 12 

Salinar Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN PER 

MARIANS 
Pembina (IV/a) 

NIP. 19640112 20000931 003 



LAMP'IRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR J2 TAHUN 2015 
TANGGAL poi 2015 
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN 

BAGI MASYARAKAT KABUPATEN 
SAMBAS 

KLASIFIKASI BANTUAN BIA YA PENDIDIKAN 

NO PENDIDIKAN MAKSIMAL BANTUANl 

1 2 3 

1 BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA BARU R 4.000.000,- 

2 BIAYA PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR/ AKHIR 
- DIPLOMA 3/DIPLOMA 4 Rp. 2000.000, 

- STRATA 1 R. 3.000.000, 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

JULIARTI DJUHARDI ALWI 

Salinan Se suai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN PERUN +ANG-UND 

MARIANIS 
Pembina (IV/a) 

NIP 19640112 20000 1 00 



LAMPTRAN II PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR 12 TAHUN 2015 
TANGGAL Mi 2015 
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN 

BAGI MASYARAKAT KABUPATEN 
SAMBAS 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 
PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN 

BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS 

Yang bertanda tang.an dibarwah ind..........selaku penerima 
bantuan biaya pendidikan bagi masyaralt Kabu paten Sambas, men yatakan 
bertaggurgjarwab atas perggunaan dana sebesar 
p....lo..)yang tela.h diterima sesuai dengan usu.ha 
dan membuktikan pengunaan daa terse but sesuai dengan peruntukany« 

Derikian surat permyataan ind dibuat dengan sebenarnya, apa.bila 
pernyataan ini tidak benar sarya bersedia dituntut dan menerima sanksi sesual 
ketentuan peraturan perundang-undargan yang berlaku 

.2015 

((- -···-· - --···· -) 

BUPATI SAMBAS, 

1ID 

JULAARTI DJUHARI ALWI 

Salinan Se uai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN PERU' ANG-UND 

MARIANE 
bina (IV/a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 



LAMPTRAN III PERA'TURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR TAHUN 20I 
TANGGAL n 2015 
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN 

BAGI MASY ARAKAT KABUPATEN 
SAMBAS 

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA 
PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS 

Perihal Lapora Penggunaan 
Dana Bantu.an Biaya Pendidikan 
Bagi Masyarakat Kabupaten Sambas 

Kepada 
Yth. Bupati Sambas 

di 

Bersacra iri kari sampadkan kepade lbu Bupati Laporan 
Penggunaan Dana lantuan Bia ya Pendidikan Bagi Masyarakat Kabupaten 
Sambas sebe sap....4a/ 

Dana Bantua Biarya Pendidikan Bagi Masyarakat Kabu paten 
Sambas yang kami terira tela.h diguakan sesuai dengan peruntu.k.annya 
dengan rincian sebagai berikut: 

RINCAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN 

PENGGUNAAN 
2 

Dest 
UMLAH 

UMLAH 
3 

Derikia disampaikan untu.k menjadi maklum 
Homat Saya, 

Pereria 

Yang menyampaikan 
Nama 
No. HP. 
Tada tang.an. 

Salinan Sesuai Ali a 
KEP 

DAN 

MARIANS 
(V/a) 

NIP 19640112 200003 1 003 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

JULIARTT DJUHARI ALWI 



LAMP'IRAN IV PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR I2 TAHUN 20I 
TANGGAL At 2015 
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN 

BAGI MASY ARAKAT 
KABUPATEN SAMBAS 

FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT 

KABUPATEN SAMBAS 

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH KETERANGAN 
-(8) 

r 

BUPATT SAMBAS, 

JULIARTT DJUHARDI ALWI 

Salinan Se suai Deng.an Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKU 

DAN PERI IDANG- ANGAN 

MARIANS 
Pembina (IV/a) 

NIP. 19640112 2000031 00 


